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Dapat Seragam Gratis, Anggaran Beasiswa Naik 

Belum Dibagi Awal Ajaran Baru, Mulyono: Masuk APBDi  Perubahan 

 

Sumber gambar : kaltim.tribunnews.com 

SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Disdikbud akan menyediakan 

seragam sekolah gratis, bagi seluruh siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di seluruh Kutim. 

Jenis seragam yang akan diberikan meliputi seragam wajib seperti merah-putih untuk SD 

dan putih-biru untuk SMP, serta seragam penunjang lainnya seperti pramuka dan 

olahraga.  

"Untuk tahun ini, insya Allah akan kita bantu semuanya, baik seragam wajib maupun 

seragam penunjangnya seperti seragam pramuka dan olahraga. Tetapi mohon bersabar 

karena ini kita masukkan di anggaran perubahan, sehingga mungkin belum bisa diberikan 

pada awal penerimaan siswa baru," jelas Kepala Disdikbud Mulyono, Selasa (2/7). 

Mulyono mengimbau kepada seluruh sekolah di Kutim, baik jenjang SD maupun SMP, 

agar tidak memberikan beban tambahan kepada orang tua siswa, dengan mewajibkan 

pembelian seragam sekolah sebagai persyaratan pendaftaran ulang. Selain seragam, 

Pemkab Kutim juga berkomitmen untuk memberikan bantuan berupa buku wajib dan 

buku pendamping. 

"Kalau tahun kemarin hanya buku wajib yang kita berikan, tapi tahun ini kita siapkan 

juga buku wajib dan buku pendampingnya, termasuk buku muatan lokal," ungkapnya. 

Tidak hanya itu, Pemkab Kutim juga mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk 

beasiswa siswa SD dan SMP. Tahun ini, jumlah dana beasiswa naik empat kali lipat, dari 

Rp5,5 miliar pada tahun lalu menjadi Rp21,75 miliar. Jumlah penerima beasiswa juga 
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meningkat tajam, dari sekitar 4.000 orang tahun lalu menjadi sekitar 12.400 orang tahun 

ini. 

"Untuk SD, nilai beasiswanya naik dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta, sementara untuk 

SMP naik dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah 

Daerah (Bosda)ii  untuk sekolah negeri maupun swasta juga kita naikkan, dari Rp8,7 

miliar pada tahun 2023 menjadi Rp19 miliar pada tahun 2024," rinci Mulyono. 

Dengan berbagai program ini, diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa dan 

memastikan bahwa semua anak di Kutim mendapatkan akses pendidikan yang layak 

tanpa hambatan finansial (prokutim/ind) 

Sumber berita: 

1. Kaltim Post, Dapat Seragam Gratis, Anggaran Beasiswa Naik, Belum Dibagi Awal 

Ajaran Baru, Mulyono: Masuk APBD  Perubahan, 03/07/24 

2. kaltim.tribunnews.com, Tahun Depan, Anggaran Seragam Gratis di PPU Diusulkan 

Rp20 Miliar, 14/07/24 

 

Catatan: 

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Daerah (Perbup 42/2021) 

diatur bahwa: 

a. Pemerintah Daerah memberikan BOSDA untuk SD dan SMP. 

b. Alokasi Bantuan Operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dalam APBD. 

c. BOSDA yang diberikan ke sekolah, didasarkan pada jumlah murid/siswa 

sekolah yang bersangkutan, ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

2. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perbup 42/2021, penerima dana BOSDA Kabupaten adalah 

sekolah SD dan SMP yang berstatus negeri dan swasta. 

3. Dalam Pasal 4 ayat (6) Perbup 42/2021, jumlah alokasi dana BOSDA per 

siswa/murid pertahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu 

kepada kuota dana BOS regular. 

 
i Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
ii Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Daerah, Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya 

disebut BOSDA adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan 

bantuan operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar di 

Daerah. 


